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Abstrak  

Perizinan merupakan alat kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk 

mengendalikan eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan karena kegiatan sosial 

maupun ekonomi. Izin sebagai alat untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau 

penyelenggaraan kegiatan. Perizinan membutuhkan objektivitas yang jelas serta tertulis 

pada kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Perizinan mengalami perubahan seiring 

dengan perkembangnya zaman. Diadakan sistem perizinan elektronik untuk memudahkan 

pengurusan izin diharapkan dapat memberi kemudahan untuk masyarakat pelaku usaha 

supaya antusias saat mengurus izin usaha. Didasarkan pada hal tersebut pemerintah 

menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan online 

single submission. Sistem online single submission memerlukan adaptasi dalam 

pelaksanaan baik terhadap pelaku usaha maupun perangkat daerah, khususnya dalam hal 

ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. 

Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif dengan melakukan wawancara 

beberapa narasumber dan analisis data. Hasil dari olah data ditemukan bahwa ada 

perubahan terhadap struktur tatanan organisasi, pemisahan pengurusan perizinan serta 

kendala yang masih dirasakan oleh para pihak. Penulis merekomendasikan untuk 

pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan penyesuaian sistem dan prosedur karena 

terbitnya peraturan daerah yang baru saja dikeluarkan pada ahkir Desember 2021.  

 

Kata kunci: Perizinan Berusaha, Online Single Submission, Kebijakan, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. 
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Abstract 

Licensing is a government policy tool at both the central and regional levels to control 

negative externalities that can be caused by social and economic activities. Permit as a tool for 

legal protection of ownership or operation of activities. Licensing requires clear objectivity and 

is written in government policies as a reference. Licensing changes with the times. With the 

establishment of an electronic licensing system to facilitate permit processing, it is hoped that it 

will make it easier for the business community to be enthusiastic when taking care of business 

permits. Based on this, the government issued an electronic-based licensing registration system 

called online single submission. The online single submission system requires adaptation in its 

implementation both for business actors and regional officials, especially in this case the 

Yogyakarta City One Stop Integrated Service and Investment Service. The research was conducted 

using a normative method by conducting interviews with several sources and analyzing data. The 

results of data processing found that there were changes to the organizational structure, the 

separation of licensing arrangements and obstacles that were still felt by the parties. The author 

recommends that the Yogyakarta City government immediately make system and procedure 

adjustments due to the issuance of a new regional regulation that was just issued at the end of 

December 2021. 

 

Keywords: Business Licensing, Online Single Submission, Policies, Investment 

Service and One Stop Services at Yogyakarta City. 
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